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Dokumen-dokumen

Pertimbangan PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS adalah untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
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Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor — Tahun 2017 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten
Nunukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
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